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ABSTRAK 

          Minangkabau merupakan salah satu wilayah hukum adat di Indonesia yang memiliki cara dan proses penyelesaian 

sengketa sendiri, baik sengketa harta pusako tinggi maupun harta pencaharian. Sengketa harta pusako tinggi sering terjadi 

disebabkan salah satu pihak merasa dirugikan kepentingannya atau merasa dirampas haknya. Untuk menyelesaikannya dapat 

ditempuh jalur litigasi (pengadilan) atau nonlitigasi (luar pengadilan). Para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih jalur 

mana yang akan ditempuh untuk menyelesaikan perkaranya. Jika melalui pengadilan maka hukum perdatalah yang berlaku, 

dan jika di luar pengadilan maka bisa hukum perdata berupa kesepakatan perdamaian (perjanjian) atau musyawarah (hukum 

adat pada nagari-nagari di Minangkabau), serta menunjuk pihak ketiga untuk menengahi untuk mencari jalan damai. Untuk 

membahas tentang penyelesaian sengketa harta pusako tinggi di luar pengadilan di Nagari Ladang Panjang, maka penulis 

merumuskannya dalam tiga permasalahan, yaitu: Apa jenis sengketa harta pusako tinggi di Nagari LadangPanjang, 

bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusako tinggi di luar pengadilan di Nagari Ladang Panjang, serta kendala-

kendala dan jalan keluar penyelesaian sengketa harta pusako tinggi di luar pengadilan di Nagari Ladang Panjang. Dalam 

melakukan penelitian guna menyelesaikan penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), 

yaitu penelitian lapangan dan studi dokumen untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, maka dapat diketahui bahwa jenis sengketa harta pusako tinggi yang terjadi di Nagari Ladang panjang yaitu 

sengketa Harta pusako tinggi antar anggota kaum dan antar kaum, proses penyelesaian di luar pengadlilan dilakukan mulai 

dari tingkat kaum dengan cara negosiasi atau musyawarah oleh ninik mamak, jika tidak tercapai kata sepakat maka 

dilanjutkan tingkat suku yang diselesaikan oleh “urang barampek dalam kampuang” (Imam, Katik, Pangulu, Urang tuo) 

jika tidak tercapai mufakat juga maka dilanjutkan ke KAN ( mediasi dengan menunjuk pihak ketiga yaitu pangulu suku dan 

KAN serta termasuk didalamnya “urang barampek dalam kampuang” dari pihak yang bersengketa), sampai KAN 

mengeluarkan putusan, apabila dilaksanakan oleh para pihak (tanpa ada upaya hukum lagi) maka itu berkekuatan hukum 

tetap, jika tidak maka dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Kendala utama adalah kemauan para pihak untuk berdamai 

sangat kecil, serta sumber daya manusia yang kurang, baik kuantitas ataupun kualitas (di KAN). Seharusnya para pihak 

dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah untuk tercapainya perdamaian serta bagi KAN dan Ninik mamak agar 

melaksanakan fungsinya dengan baik dan memberikan contoh yang baik bagi cucu kemenakannya. 
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